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Abstrak: Ekonomi Islam mempunyai tugas yang berbeda dengan ekonomi 
konvensional. Tugasnya selain mempelajari realita perilaku agen-agen ekonomi, baik 
rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, maupun pemerintah, juga harus 
merumuskan konsep perilaku ideal menurut ajaran Islam yang seharusnya dilakukan 
oleh agen- agen ekonomi, sekaligus efek-efeknya yang mungkin bagi perekonomian. 
Konkretnya, ilmu ini disamping menjelaskan variabel-variabel yang terkait, yang 
mungkin menyebabkan ketimpangan antara perilaku real dengan perilaku ideal juga 
bertugas menyarankan strategi yang tepat untuk mengarahkan perilaku agen-agen 
ekonomi agar perilaku yang ideal dapat terwujud. Ontologi membahas tentang hakikat 
apa yang dikaji, atau dengan kata lain, ontologi adalah science of being qua being. 
Epistemologi membahas tentang bagaimana badan ilmu pengetahuan disusun. Dengan 
kata lain, membahas tentang ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan. 
Pertanyaan yang harus dijawab: Dari mana sumber ilmu pengetahuan? Bagaimana sifat 
dari ilmu pengetahuan itu? Bagaimana memverifikasi kebenarannya? Kebenaran wahyu 
bersifat dogmatis dan absolut, sehingga peran wahyu dalam pencarian kebenaran 
sangatlah penting. Tetapi, kita dituntut menempatkan kebenaran rasional dan fakta 
empiris dalam kerangka Islam secara keseluruhan. Nyatanya, Islam memandang penting 
kedudukan akal, sampai-sampai Allah murka terhadap orang-orang yang tidak mau 
menggunakan akalnya. Kajian aksiologis ekonomi Islam ialah membicarakan ekonomi 
Islam dari segi nilai dan manfaat. Keberadaan ekonomi Islam diharapkan mampu 
menjadi problem solver. 
Kata Kunci : : Ekonomi Islam, Konsep Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi 
 

Abstract: Islamic economics has a diffferent duty than conventional economics. Its 
duty, besides to study the reality of behavior of economic agents, both producer 
households, consumer households, and the government, also must formulate the 
concept of ideal behavior according to Islamic teachings that should be carried out by 
the economic agents, as well as its possible effects on the economy. Concritely, this 
Islamic economics aside from explaining the related variables, which might cause an 
imbalance between real behavior and ideal behavior, also has the duty to suggest the 
right strategy to direct the behavior of economic agents so that the ideal behavior can 
be realized. Ontoligy discusses the nature of what is studied, or in other words, ontology 
is science of being qua being. Epistemology studies about how the body of science is 
structured. In other words, it studies about scope and limits of science. The question 
must be answered is, where does the source of knowledge come from? What is the 
nature of knowledge? How to verify the truth of science? Truth of revelation is 
dogmatic and absolute, so the role of revelation in the search for truth is very important. 
But we are required to place rational truths and empirical facts in the overall Islamic 
framework. In fact, Islam sees the position of reason as important, to the point that 
God is angry with those who do not want to use their minds. Axiological study of 
Islamic ekonomics is discussing Islamic economics in terms of values and benefits. 
Islamic economic truth is expected to be problem solver 
Keywords : Islamic Economics, The Concept of Ontology, Epistemology and Axiology. 
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A. Pendahuluan 

Tradisi mensyaratkan keberadaan manusia tradisional yang diasumsikan dimotivasi oleh 

kepentingan kelompok atau komunitas dari mana ia berasal. Konvensi, tradisi dan kebiasaan 

memainkan peranan positif dalam kehidupan ekonomi. Imperatif-imperatif social : ekonomi dan 

politik tersubordinasi di bawah kebutuhan-kebutuhan sosial. Kapitalisme manusia ekonomi yang 

dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan maksimisasi keuntungan, diasumsikan sangat individualistik 

dan kompetitif. Imperatif-imperatif ekonomi : Kebutuhan-kebutuhan sosial dan politik 

tersubordinasi di bawah kebutuhan ekonomi. Sosialisme Negara yang dipandu oleh keyakinan akan 

kurangnya keharmonisan kepentingan, konflik kelas dan materialisme historis berada pada posisi 

terbaik untuk mengetahui pilihan dan kebijakan yang bermanfaat bagi perekonomian secara 

keseluruhan. Imperatif-imperatif politis : Kebutuhan sosial dan ekonomi berada di bawah 

subordinasi kebutuhan-kebutuhan politik Islam. Mensyaratkan keberadaan manusia Islam : Evolusi 

kesadaran Islam dan perwujudan yang konsekuen pada relasi produksi Islami. Manusia Islam 

diasumsikan sebagai pemaksimisasi ekonomi dengan kendala etik dan moral dari syariah dianggap 

sebagai individualis kooperatif dan bertanggungjawab secara social. Etika dan Moral: Kebutuhan-

kebutuhan ekonomi sosial dan politik yang terpadu berada dalam subordinasi imperatif keyakinan 

syariah Islam. 

Dalam pandangan Islam bahwa wahyu (dalil naqli) adalah sumber utama dari semua informasi 

yang ada di dalam kehidupan sosial dan alam semesta ini. Sehingga wacana keilmuan baik dari aspek 

ontologis, epistimologis  dan  aksiologis  harus  dalam  koridor  wahyu  yaitu  Al-Qur‟an dan As-

Sunnah sehingga produk pemikiran yang dihasilkan tidak akan menyimpang dari nilai-nilai Islam, 

meskipun hasil kajian empiris masih memberikan peluang terjadinya perbedaan karena memang 

Islam memberikan tempat yang proporsional terhadap kemampuan ijtihadi seseorang tetapi tetap 

dalam koridor kerangka pemikiran yang dibangun dari landasan Islam. Implementasi sistem ekonomi 

dalam aktivitas ekonomi terkait dengan asumsi-asumsi dasar yang dibangun dari masing-masing 

sistem ekonomi tersebut.1 

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana ekonomi Islam dapat terjadi? 

Bagaimana ekonomi Islam ditinjau dalam perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologi? 

B. PEMBAHASAN 

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu 

ekonomi dan ilmu agama Islam (fiqh mu‟amalat). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu eknomi 

Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu 

ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh 

pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek 

legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu 

ekonomi Islam.2 

                                                           
1Daulay, S.P. Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat, (Muslim Sources.Com., 

2005), 88 
2 Akbar, D.A., Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam, (E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), 72. 
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Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri 

eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu 

pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan 

untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis 

dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan 

pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.3 

Masalah sebenarnya adalah bahwa dalam hal ilmu ekonomi Islam - bahkan terlebih lagi ilmu 

ekonomi positif- masalah penilaian paling banter dapat dilakukan dalam suatu model yang agak ad 

hoc. Akan ada kasus- kasus di mana hipotesis-hipotesis dasar hanyalah simpiklasi yang didasarkan 

pada model empiris yang paling tentatif; atau di mana hipotesis- hipotesis tidak dirumuskan dalam 

bentuk yang bisa diuji. Dengan demikian, ilmu ekonomi islam juga memiliki ruang akses bagi teori-

teori dan peryataan-pernyataan yang tidak bisa diuji, dengan harapan bahwa akan terbuka 

kemungkinan untuk memformulasikannya dengan suatu cara yang bisa diuji.4 

Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia mengandung suatu tatanan nilai dalam 

mengatur semua aspek kehidupan manusia baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi 

dsb. Syariat Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek akidah, ibadah, 

akhlaq dan muamalah. Pengaturan sistem ekonomi tidak bisa dilepaskan dengan syariat Islam dalam 

pengertian yang lebih luas. Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar sebagai berikut: 

Individu mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang 

dianggap perlu selama tidak menyimpang dari kerangka syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat yang optimal dan menghindari kemungkinan terjadinya kekecauan dalam masyarakat. 

Nilai Islam merupakan sumber informasi dan panduan (guidence) dalam proses perkembangan 

ilmu sehingga aspek ontologis, epistimologis dan aksiologis selalu dalam koridor Islam. 

1. Secara Ontologi 

Ontologi merupakan salah satu diantara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang 

paling kuno. Awal mula alam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan dibidang 

ontologi. Yang tertua diantara segenap filsuf barat yag kita kenal ialah orang Yunani yang bijak 

dan arif bernama Thales.5 

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. 

Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu   fiqh   mu‟amalat.6    Dengan   

demikian,   dalam   operasionalnya   ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin 

ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara 

pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat  dalam  fiqh  mu‟amalat.  

Persoalan  ini  muncul  mengingat  bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia 

                                                           
3Furqani, H., Constructing Islamic Economics as A Scientific Discipline : A Philosophy of Science Discussion, (Center for 

Islamic Economic, 2013), 3. 
4Naqvi, Syed N.H., Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 24. 
5 Kattsoff, Louis O., Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1992), 191. 
6 Daulay, S.P. Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat, (Muslim Sources.Com., 2005), 

73. 
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sedangkan sumber fiqh  mu‟amalat  adalah  wahyu  yang  didasarkan  pada  petunjuk  Al-Qur‟an 

dan Hadits Nabi.7 Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan 

penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan 

menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan 

kebutuhan hidup manusia.  Tetapi  sebaliknya,  fiqh  mu‟amalat  belum  tentu  dapat  menerima 

ketiga  sistem  itu  karena  dia  masih  membutuhkan  legislasi  dari  Al-Qur‟an dan Hadits. 

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh mu‟amalat tentu saja 

berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada 

tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan 

teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori 

pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya).8 

Sedangkan  teori  kebenaran  fiqh  mu‟amalat  mengacu  secara  ketat terhadap wahyu. 

Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. 

Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu 

saja sulit  untuk  memadukan   antara  ilmu  ekonomi  dengan   fiqh   mu‟amalat. Bahkan secara 

faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi 

hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional. 

 

2. Secara Epistemologi 

Selanjutnya, dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi 

diperoleh melalui pengamatan (empirisme) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis- 

premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu 

ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati 

dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori-teori 

umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi.9 Sebagai sebuah contoh dapat dilihat 

dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi “apabila permintaan 

terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan menjadi naik”. Teori 

tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten oleh para 

ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, penemuan teori-teori ilmu ekonomi 

dikelompokkan ke dalam context of discovery. 

Berbeda    dengan    hal    itu,    fiqh    mu‟amalat    diperoleh    melalui penelusuran  

langsung  terhadap  Al-Qur‟an  dan  Hadits  oleh  para  fuqaha. Melalui kaedah-kaedah ushuliyah, 

mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. 

Rumusan- rumusan tersebut didapatkan dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika 

deduktif. Premis mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-

premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang  baik  dan  benar.  Dengan  demikian,  fiqh  

mu‟amalat  menggunakan penalaran yang bersifat kualitatif. 

                                                           
7 Al-Haq, Irfan., Economic Doctrine of Islam, The International Institute of Islamic Thought, (Herndon, Virginia, 1996), 73. 
8 Akbar, D.A., Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam, (E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), 73 
9 Ibid., 74. 
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Salah satu contoh yang dapat dikemukakan dalam kasus ini adalah kaedah ushuliyah yang 

berbunyi “al-ashlu fi al-asyyai al-ibahah illa dalla dalilu ‘ala tahrimihi (asal dari segala sesuatu adalah 

dibolehkan kecuali datang sebuah dalil yang mengharamkannya). Jika diterapkan dalam ilmu 

ekonomi, maka seluruh transaksi bisnis pada dasarnya diperbolehkan jika tidak ada nash yang 

mengharamkannya. Pelarangan terhadap praktek bunga dan riba dalam perbankan konvensional 

hanya disebabkan adanya beberapa nash yang mengharamkannya (misalnya lihat QS Al-Baqarah 

: 275). Cara kerja seperti ini dalam filsafat ilmu dikenal dengan context of justification. 

Munculnya problem epistemologis sebagaimana disebutkan di atas bersumber dari 

paradigma metodologis yang disusun oleh para ulama mutaqaddimin. Bagi para ulama 

mutaqaddimin, misalnya, penyelidikan terhadap hukum didasarkan atas prinsip tab’iyyah al-aql li 

an-naql. Ini berarti bahwa analisis hukum adalah naqli atau analisis teks sesuai dengan anggapan 

tidak ada hukum di luar teks-teks naqliyah. Sementara itu, mereka tidak pernah mengembangkan 

suatu metode analisis sosial dan historis yang terartikulasi dengan baik, meskipun Al-Ghazali 

telah membuat suatu paradigma pemaduan wahyu dan ra‟yu dengan mengembangkan teori 

mashlahat dengan dasar logika induksi yang sesungguhnya memberi peluang bagi pengembangan 

analisis sosial. Dalam prakteknya, Al-Ghazali kemudian Al-Syatibi sebagai dua tokoh mashlahat 

dalam hukum Islam akhirnya jatuh juga dalam analisis tekstual seperti ulama-ulama lainnya.10 

Analisis tekstual tersebut berkembang di kalangan ulama fuqaha secara konsisten dengan 

metodologi deduksi sebagai pilar utamanya. Padahal, prasyarat perkembangan sebuah ilmu 

pengetahuan adalah dengan menggabungkan metode deduksi dan induksi secara bersamaan. 

Salah satu kelebihan Imam Syafi‟i atas ulama lainnya justru dapat dilihat dari kepiawaiannya 

untuk menggabungkan antara metode induksi-deduksi dalam fatwa-fatwanya. Sebagai contoh 

dapat disebutkan bahwa Imam Syafi‟i  memerlukan  penelitian  lapangan  untuk  menentukan  

jangka  waktu terpendek dan terpanjang dari masa haid seorang wanita. Beliau kemudian 

mengembangkannya dengan qiyas terhadap masalah lainnya, seperti kewajiban shalat bagi wanita 

yang masa haidnya melebihi jangka waktu terlama dari seorang wanita normal . Perpaduan antara 

penelitian lapangan dengan  qiyas  yang  dilakukan  Imam  Syafi‟i  tersebut  secara  tidak  langsung 

mengantarkannya kepada pemaduan antara metode induksi dan deduksi.11 

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, metode induksi-deduksi juga dilakukan oleh 

Imam Syafi‟i ketika dia melontarkan ijtihad baru berupa qaul jadid untuk menggantikan qaul 

qadim-nya . Perubahan fatwa Imam Syafi‟i itu lebih didasarkan atas perbedaan lingkungan 

geografis kota Basrah dan kota Mesir. Perbedaan lingkungan geografis itu kemudian disesuaikan 

dengan kaedah deduktif dalam ilmu ushul fiqh yang berbunyi “taghayyar al- ahkam bi al-taghyar al-

azmanah wa al-amkinah”. Perbedaan antara ilmu ekonomi   dan   fiqh   mu‟amalat   dapat   ditelurusi   

lebih   dalam   dari   aspek aksiologisnya. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk 

membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya . Sedangkan fiqh mu‟amalat  

berfungsi  untuk  mengatur  hukum  kontrak  („aqad)  baik  yang bersifat sosial maupun 

komersial.12 

                                                           
10 Akbar, D.A., Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam, (E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), 75 
11 Qardhawi, Y., Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Gema Insane Press, 1995), 10. 

12 Mannan, MA., Ekonomi Islam: Teori dan Praktek, (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 9-13. 
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Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi  materialis,  

sementara  fiqh  mu‟amalat  lebih  terfokus  pada  hal- hal yang bersifat normatif. Atau dengan 

kata lain, ilmu ekonomi mempelajari  teknik  dan  metode,  sedangkan  fiqh  mu‟amalat  

menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis. 

Di samping problem epistemologis dalam filsafat ilmu yang disebutkan di atas, ilmu 

ekonomi Islam juga mendapat tantangan yang cukup berat dari ilmu ekonomi konvensional. Hal 

ini terjadi mengingat ilmu ekonomi yang berkembang di dunia Barat dilandasi dengan kebebasan 

individu dalam melakukan kontrak dengan syarat tidak merugikan satu sama lain. Konsep-

konsep ekonomi konvensional versi Barat perlu diredefinisi  agar  dapat  disesuaikan  dengan  

kebutuhan  syari‟at  Islam.  Di antara konsep-konsep tersebut antara lain: 

a. Konsep Harta 

Masalah yang timbul dalam konsep harta adalah bahwa ilmu ekonomi konvensional 

tidak mengenal adanya nilai dalam pemilikan harta. Sejauh dapat menimbulkan nilai 

ekonomis, segala sesuatu dapat diakui sebagai harta. Tidak heran bila barang-barang haram 

seperti minuman keras dan daging babi termasuk property yang sah untuk dijadikan sebagai 

salah satu komoditi bisnis. 

b. Konsep Uang 

Pembahasan  dalam  fiqh  mu‟amalat  mengasumsikan  bahwa  uang yang digunakan 

masyarakat adalah uang riil (real money) yaitu emas dan perak. Padahal sejak jaman 

penjajahan, uang emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai alat tukar. Sebagai gantinya 

uang kertas menjadi alat tukar yang berlaku di tengah masyarakat. Para ulama berbeda 

pendapat tentang hukum uang kertas ini. Ada yang menganggap bahwa uang kertas tidak 

diterima dalam syariah karena bukan harta riil dan ada pula yang dapat menerimanya. 

c. Konsep Bunga dan Riba 

Dalam ilmu ekonomi, bunga merupakan asumsi yang tidak lagi menjadi bahan 

perdebatan meskipun sampai saat ini para ekonom masih sulit mencari justifikasi 

terhadapnya. Dalam ilmu fiqh mu‟amalat istilah ini tidak dikenal meskipun pembahasan 

tentang hukum riba boleh dikatakan telah selesai dan para ulama sepakat 

mengharamkannya. Dengan konsep uang kertas (abstract money), konsep bunga dan riba 

menjadi pembahasan yang bekelanjutan. 

d. Konsep Time Value of Money 

Sebagian besar teori tentang menajemen keuangan dibangun berdasarkan konsep 

nilai dan waktu dari uang yang mengasumsikan bahwa nilai uang sekarang relatif lebih besar 

ketimbang di masa yang akan datang. Sedangkan di sisi lain, tidak didapati penjelasannya 

dalam fiqh mu‟amalat meskipun  perdebatan  tentang  jual  beli  tangguh  (ba‟i  mu‟ajjal)  

termasuk diskusi yang tidak sedikit di antara para ulama 

e. Konsep Modal 

Modal dalam pengertian ilmu ekonomi adalah segala benda, baik yang fisik maupun 

yang abstrak, yang memiliki nilai ekonomis dan produktif. Termasuk dalam pengertian ini 

adalah uang dan intellectual property right. Dalam fiqh mu‟amalat klasik, pengertian modal 

terbatas pada benda fisik. Uang hanya dapat berperan sebagai alat tukar. Apabila ia ingin 
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menjadi modal yang digunakan untuk memperoleh keuntungan ia harus terlebih dahulu 

diubah ke dalam bentuk fisik. 

f. Konsep Lembaga 

Ilmu ekonomi tidak mempersoalkan adanya individual entity atau abstract entity. 

Berbeda halnya dengan fiqh mu‟amalat yang objeknya kepada mukallaf secara individual. 

Hal ini akan membawa dampak bagi analisa tentang kepemilikan dan hubungannnya dengan 

kepemilikan. 

Problem epistemologis ilmu ekonomi Islam dan tantangan yang diberikan oleh ilmu 

ekonomi konvensional yang disebutkan di atas dapat berimplikasi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, pada out put yang  dihasilkan.  Fiqh  mu‟amalat  yang  diajarkan  di  

ekonomi  Islam  tidak mampu untuk menghasilkan para sarjana muslim yang diterima oleh 

dunia kerja secara umum. Alasannya adalah bahwa skill dan penguasaan terhadap ekonomi 

real lebih dibutuhkan sektor industri dan dunia kerja dibandingkan dengan keahlian dalam 

masalah istimbath al-ahkam. 

Di samping itu, masih sulit dibayangkan alumni jurusan fiqh mu‟amalat  mampu  

memimpin  sebuah  lembaga  keuangan  syari‟ah  seperti bank, asuransi, pasar modal, bahkan 

lembaga zakat dan wakaf. Demikian juga dunia perbankan, asuransi, dan pasal modal. Sektor 

ini lebih membutuhkan sarjana-sarjana yang menguasai ilmu-ilmu praktis seperti akuntansi, 

statistika, dan matematika ekonomi. Penguasaan terhadap ilmu- ilmu praktis menjadi hal 

yang sangat esensial mengingat modal yang diputarkan dalam bidang tersebut hanya dapat 

dikalkulasikan dengan ilmu- ilmu tersebut. Perusahaan-perusahaan komersil tentu tidak mau 

rugi hanya dikarenakan miss management yang seharusnya tidak terjadi bila mereka 

mempekerjakan orang-orang yang menguasai bidang tersebut secara baik. 

 

3. Secara Aksiologi 

Dengan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu 

ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu 

ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama; bertujuan membantu manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam tools yang tersediakesamaan-kesamaan 

pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi, 

memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktifitas ekonomi yang sifatnya 

sunnatullah.13 

Salah satu paradigma ekonomi yang memperoleh apresiasi secara luas dalam beberapa 

dasawarsa belakangan ini adalah paradigm islam. Paradigma ini muncul sebagai alat untuk 

menerobos sains (ilmu ekonomi) positivistik. Jika positivisme hanya mengenal realitas materi, 

maka paradigma islam mengenal realitas materi dan realitas lain (the others) yang melampaui 

matrealisme yaitu realitas spiritual.14 

                                                           
13 Kahf, M., Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), 15. 
14 Muhammad. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 24. 
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Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional 

dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh mu‟amalat karena sesuatu yang sah dalam 

transaksi bisnis belum tentu sah dalam   pandangan   fiqh   mu‟amalat.   Sebagai   contoh,   

modus   transaksi kontemporer melalui perantaraan internet tanpa memperlihatkan barang yang 

dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi 

sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui memorandum of understanding (MOU) yang dibuat 

sebelumnya. Fiqh mu‟amalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi 

tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. Pertama tidak 

diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua tidak adanya aqad jual beli yang wajib 

diucapkan secara jelas oleh masing- masing pihak. 

 

C. KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian di atas, secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin 

ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah  ilmu  ekonomi  murni  dan  ilmu  fiqh  

mu‟amalat.  Dengan  demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber 

dari kedua disiplin ilmu tersebut. Secara epistemologis, ekonomi Islam bukan hanya suatu sistem 

atau norma saja. Ekonomi Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang ditemukan melalui metodologi 

keilmuan ilmiah, yang disebutnya sebagai Islamic Economics (ilmu ekonomi Islam) yang tidak hanya 

bersumber pada rasio dan empiris semata akan tetapi memiliki sumber utama yaitu Al- Qur‟an  dan  

Al-Hadits.  Secara  aksiologis  diperlukan  untuk  melihat  fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi Islam 

dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari 

Munculnya paradigma atau sistem ekonomi Islam memantik reaksi yang unik antara yang pro 

dengan munculnya sistem ekonomi Islam dengan yang kontra karena sistem ekonomi Islam 

mereformasi kelemahan dan kekurangan dari dua sistem yang berseberangan. Ekonomi Islam 

sebagai penengah antara individu dengan masyarakat, dunia dan akhirat, dan idealisme dan fakta. 

Nilai-nilai dasar ini akan membangun kerangka sosial, legal dan tingkah laku dari sistem 

dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu yang memiliki nilai yang diprioritaskan serta menjadi 

lifestyle yang khas yang bertentangan dengan kapitalis dan sosialis yang memandang ekonomi dari 

sudut keduniaan atau yang bersifat materi dari kehidupan manusia baik yang menyangkut dasar 

maupun kebutuhan yang lain. 

Kekhasan ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, adalah 

memisahkan pembahasan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Hal-hal tentang pengadaan dan 

produksi suatu produk merupakan bagian dari ilmu ekonomi. Dengan demikian ilmu ekonomi 

hanya sebagai teknologi dan sains murni yang mempelajari bagaimana manusia dapat meningkatkan, 

mengembangkan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta berlangsung secara efektif 

dan efisien. 

Penerapan sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari penerapan syari‟at Islam 

sehingga sistem ekonomi Islam merupakan bagian yang   tak  terlepaskan   dengan   syariat-syariat  

Islam   lainnya.  Penerapan syariat Islam dalam perekonomian merupakan suatu kewajiban seperti 

halnya kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat dan haji. Sehingga tidak 

patut bagi orang Islam dalam kegiatan ekonomi mengabaikan syariat Islam dengan mengambil, 
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melaksanakan dan mengangungkan sistem ekonomi lainnya. 

Kegiatan ekonomi Islam didasarkan pada halal dan haram, bernilai ibadah serta membawa 

maslahat. Melakukan kegiatan ekonomi yang dihalalkan oleh Allah SWT, mendapatkan nilai pahala 

di sisi Allah SWT dan dijanjikan surga-Nya. Sebaliknya melakukan kegiatan ekonomi yang 

diharamkan oleh Allah SWT hanya akan mendapatkan dosa dengan ancaman siksa neraka. 
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